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Kosmetik merupakan produk yang sangat populer dalam menunjang penampilan
dengan manfaat untuk meningkatkan kecantikan pada wajah. Bisnis kosmetik
menjadi prospek menjanjikan, Banyak produk kosmetik import yang mengandung
bahan-bahan kimia dan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen
seperti Merkuri, Asam Retinoat, Hidrokuinon, bahan pewarna K3 dan merah K10
serta berbagai zat berbahaya lainnya. Resiko terhadap bahan-bahan berbahaya ini
dapat menyebabkan berbagai masalah Kesehatan seperti iritasi kulit, alergi, atau
bahkan dampak jangka panjang yang serius seperti kerusakan organ internal dan
penyakit serius seperti kanker kulit. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan
teknologi, seiring perkembangan zaman yang memberikan dampak terhadap
kehidupan masyarakat terutama dalam hal gaya hidup membawa sebagian
masyarakat lupa akan nilai-nilai keamanan yang harus dijaga. Kandungan
keamanan merupakan hal yang penting dalam produk kosmetik yang beredar di
Indonesia. Dikarenakan masyarakat Indonesia banyak yang berminat akan produk
kosmetik terutama pada wanita, maka setiap produk terutama kosmetik harus
mengikuti ketentuan peraturan dengan standar BPOM sehingga produk kosmetik
terjamin keamanannya, serta pengawasan dari BPOM, Dinkes, dan Disperdag.
Namun kenyataannya masih ada pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan
peraturan perihal kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya. Untuk
mencapai tujuan tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha untuk
mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat BPOM sehingga terjamin
keamanan kandungan pada setiap produk kosmetik yang ingin dipasarkan. Tujuan
dari penulis skripsi ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap
kerugian konsumen akibat memakai kosmetik import yang mengandung bahan
berbahaya berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Dan untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah
terkait beredarnya kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya.

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti
dengan menggunakan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada
dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis
dedukatif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:
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1.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak
menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi ataupun
memperjualbelikan kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya,
UUPK Pasal 19 ayat (1) dan (2) hanya menjelaskan tanggung jawab pelaku
usaha untuk wajib memberi penggantian kerugian baik dalam bentuk
pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan
pemberian santunan.

Bentuk pengawasan pemerintah dari instansi terhadap beredar atau masuknya
kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di Indonesia
masih belum terpenuhi dan belum efektif. Berdasarkan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan
Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, bahwa pengawasan dilakukan terhadap
fasilitas atau kosmetik yang dilakukan secara rutin dan insidentil. Di dalam
pengawasan BPOM berkoordinasi dengan Disperindag serta Dinas Kesehatan
(Dinkes) harus turun ke lapangan secara rutin minimal 4 kali dalam setahun
untuk mengawasi para pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik
import yang mengandung bahan berbahaya.



Yulidatul Azzahra. April 2024. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KOSMETIK IMPORT MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA. Skripsi,
Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung
Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kandungan keamanan dalam produk merupakan hal yang penting dalam produk
kosmetik yang beredar di Indonesia. Dikarenakan masyarakat Indonesia banyak
yang berminat akan produk kosmetik terutama pada wanita, maka setiap produk
terutama kosmetik mengikuti ketentuan peraturan dengan standar BPOM sehingga
produk kosmetik terjamin keamanannya, serta pengawasan dari BPOM, Dinkes,
dan Disperdag. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap
pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya untuk mengetahui kandungan apa saja
yang terdapat pada produk agar memiliki sertifikat BPOM sehingga terjamin
keamanan kandungan pada setiap produk yang ingin dipasarkan. Tujuan dari
penulisan skripsi ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pada kosmetik
import yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan pasal 19 Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan untuk mengetahui bentuk
pengawasan pemerintah terkait beredarnya kosmetik import yang mengandung
bahan berbahaya. Menurut hasil peneliti yang diperoleh dari penulisan skripsi ini,
diperoleh hasil bahwa:

Pertama, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
tidak menjelaskan terkait tanggung jawab pelaku usaha yang memperoduksi
kosmetik import mengandung bahan berbahaya, UUPK Pasal 19 ayat (1) dan (2)
hanya menguraikan bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk wajib memberi
penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang,
perawatan , maupun dengan pemberian santunan.

Kedua, Bentuk pengawasan pemerintah dari instansi dalam menjamin keamanan
kandungan terhadap beredar atau masuknya kosmetik dan/atau barang import
secara illegal yang beredar di Indonesia masih belum terpenuhi dan belum efektif.
Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan
Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, bahwa pengawasan dilakukan terhadap
fasilitas atau kosmetik yang dilakukan secara rutin dan insidentil. Di dalam
pengawasan BPOM berkoordinasi dengan Disperindag serta Dinkes harus turun ke
lapangan secara rutin minimal 4 kali dalam setahun untuk mengawasi para pelaku
usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik import yang mengandung bahan
berbahaya.

Kata Kunci (Keywords) : perlindungan Konsumen, Kosmetik Import, Bahan Berbahaya
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